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PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN WAIBLAMA
J1. Nangahale-Pruda Km. 16

TANARAWA

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA
NOMOR : OH/WBL /SK / VIl /2022
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN
PAUD ( KOBER ) SANTO LAURENSIUS

CAMAT WAIBLAMA

Bahwa Paud sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur
Non Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia tiga sampai
dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang— undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang sistim Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sebagai Dasar pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan Pemula.

Bahwa Kelompok bermain Santo Lsurensius telah menyelenggarakan Pelayanan bagi
Anak Usia Dini sejak tahun 2008 dengan SK Nomor 63 /SK / PEND / 2008 tertanggal
03 Agustus 2008

Bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan oleh satuan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sikka maka Pendidikan Kober santo Laurensius telah memenuhi syarat dan
dapat diberikan Ijin Operasional.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a , b dan ¢ maka
perlu menetapkan Keputusan Camat Waiblama Kabupaten Sikka tentang Ijin

Penyelenggaraan Pendidikan Kober Santo Laurensius

Undang — undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah — daerah Tingkat
II dalam wikayah Daerah — daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

Undang — undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 3143 )

Undang — undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasia ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 3886 );

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 4235 );

Undang — undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4301 );
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Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang — undang Nomor
32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 );
Undang — undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5038 );

Undang — undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pmbentukan Peraturan Perundang —
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiam Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863 );

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864 );

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941 );

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan PAUD ( Pasal 21 ayat 3 );

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka ( Lembaran Daerah
Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran
Kabupaten Sikka Nomor 35 (;

Peraturan Bupati Sikka 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati
kepada Camat:
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